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Abstrak
Sebagai negara hukum, sepatutnya Indonesia menjamin kemerdekaan tiap individu guna menjalankan hak asasinya, di cita-cita bangsa Indonesia berdasar di Pembukaan Undang-UUD RI 1945. Penelitian ialah penelitian normatif memakai metode penelitian kualitatif di pendekatan yiridis normative, metode ini mengkaji juga meneliti data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, asas hukum, pengertian hukum kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Terorisme di Pengadilan Negeri Klas 1A Jakarta Utara Atas nama Terdakwa Rahmad Padja (Nomor: 1580/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) guna melihat apakah hakim memutus perkara itu sudah memenuhi asas juga prinsip berlaku di hukum pidana. Selain itu, memberi penilaian objektif atas pertimbangan juga putusan dijatuhkan Majelis Hakim. Terdakwa terbukti bersalah melakukan persiapan juga pembantuan Tindak Pidana Terorisme diatur di Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 perihal Pemberantasan Terorisme yang sudah ditetapkan menjadi UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi UU Jo UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
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Abstrak
As a rule of law, Indonesia should guarantee the independence of each individual in exercising their human rights, in the ideals of the Indonesian nation as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research is a normative research using qualitative research methods with a normative juridical approach. in which this method examines and examines secondary data in the form of laws and regulations, legal principles, legal understandings of the Decision on the Decision of the Terrorism Crime Court at the North Jakarta Class 1A District Court on behalf of the Defendant Rahmad Padja (Number: 1580/Pid .Sus/2020/PN Jkt.Utr) aims to see whether the judge in deciding the case has complied with the principles that apply in criminal law. In addition, it also provides an objective judgment on the considerations and decisions handed down by the Panel of Judges. The defendant was found guilty of preparing and assisting the Criminal Act of Terrorism as stipulated in Article 15 in conjunction with Article 7 of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Terrorism which has been stipulated into Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 2002 concerning Eradication of Terrorism Becomes Law in conjunction with Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism.
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Pendahuluan

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, Indonesia harus menjamin kemerdekaan setiap individu. dalam menjalankan hak asasinya. mengajarkan eksistensi negara dan ikut serta dalam melakukan permintaan dunia demi kesempatan, kerukunan yang langgeng dan hak-hak sipil.

melindungi stabilitas dan keamanan negara dari potensi ancaman terhadap keselamatan warga negara (Abdullah, 2021). Menurut Vardhani (2018), bangsa ini tidak hanya perlu mampu menegakkan aturan hukum yang baik dalam masyarakat, tetapi juga karena cara penyusunan undang-undang tersebut berpotensi memberikan rasa aman dan nyaman. kepada mereka yang melanggar hukum. Penataan regulasi di negara dengan membuat kerangka pengamanan kelompok merupakan kerangka pengamanan negara yang digunakan di Indonesia (Priyanto, 2021). Terorisme, misalnya, memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada korban tetapi juga pada keamanan dan stabilitas nasional. Adalah fakta kehidupan bahwa hukum sering dilanggar dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, pemerintah atau aparat penegak hukum seringkali gagal menegakkan hak-hak korban ketika berhadapan dengan kejahatan terorisme (Laia 2021). Penindasan psikologis adalah demonstrasi yang terorganisir dan sangat terencana dan tanpa cela yang berarti membuat ketakutan lokal dan membahayakan koherensi suatu negara (Purnamasari 2019). Warga negara dituntut untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemerintahan agar dapat menikmati perlindungan hak-hak dasar, dan keamanan yang dapat diwujudkan oleh pemerintah sangat berpengaruh dalam menjamin situasi yang kondusif untuk hidup merdeka, damai, dan aman. Salah satunya berfokus pada bagian dari pemenuhan keistimewaan korban (Sarwono, 2012).

Istilah "korban" mengacu pada individu dan kelompok orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana internasional, seperti penyalahgunaan kekuasaan, dan termasuk gangguan fisik atau mental, emosional, finansial, dan signifikan terhadap hak-hak dasar mereka. (Muladi, 2005). Sedang berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 perihal Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Demikian, korban berhak mendapatkan perlindungan yang nyata, seperti penegakan haknya dan pemberian perlindungan hukum yang adil (Attaqwa, 2021). Saksi dan korban tindak pidana pada hakekatnya adalah warga negara yang haknya harus dilindungi oleh lembaga dan pemerintah (Nainggolan, 2002). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dituangkan melalui Pasal 1 Angka 5.

Tindak Pidana Terorisme sering terjadi di Negara Indonesia, menjadi tindak pidana terorisme yang pernah terjadi pada tahun 2021 yaitu di Pemboman Katerdal Gereja di Makassar dan Penyerangan Markas Besar Jakarta. hal ini tentunya menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia pada tahun 2021 yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021 hari Minggu pada saat Masyarakat penganut agama Kristen sedang melakukan ibadah  Adapun penyerangan Markas Besar Polri di Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2021. Sebagaimana juga tindakan terorisme ini bertentangan di UU No 39 Tahun 1999 Tentang Terorisme yaitu pada Pasal 4 yang menyatakan bahwasanya hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, begitupun hak kebebasan pribadi. Hal ini tentunya negara sepenuhnya menjamin setiap warga negara untuk tidak disiksa dan hak untuk hidup (Rahantoknam, 2013).
Hal ini menjadi perhatian besar penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, walaupun upaya yang dilakukan Kepolisian telah cukup untuk mencegah, tapi upaya itu masih belum bisa membuat pelaku terorisme hilang dari negara Indonesia (Permono, 2019). Masyarakat Indonesia yang khususnya penganut agama Kristen di Indonesia menjadi trauma untuk menjalankan aktivitas ibadah di geraja karena serangkaian perbuatan pidana yang mengancam keselamatan nyawa penganut agama Kristen. Korban serangan tindak kejahatan terorisme ini mempunyai pengalaman sosial anonimitas, yang mana anggota warga negara dapat menjadi korban dari tindak pidana ini. yang seakan-akan tidak diperhatikan terlebih lagi memperhatikan cara memberantas daripada memberikan perlindungan kepada masyrakat yang telah menjadi korban.

Rumusan Masalah

Berdasar  uraian latar  belakang tersebut, rumusan Masalah diantaranya:

1. Apa sajakah dakwaan yang pantas untuk Terdakwa kasus Terorisme Putusan Nomor 1580/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?

2. Bagaimana Pertimbangan Mejelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dalam kasus ini?

3. Bagaimana hasil Putusan Hakim terhadap kasus Terorisme Putusan Nomor 1580/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?

Metode Penulisan

Metode di penelitian ini ialah metode hukum normatif, ialah proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, juga doktrin hukum guna menjawab isu hukum dihadapi (Marzuki, 2010) metode ini mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 1580/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utara juga meneliti data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, asas hukum, pengertian hukum(Soekanto, 2014). Spesifikasi di penelitian ini ialah bersifat Deskriftif Analitis yakni gambaran penyidikan Rahmad Padja dalam kasus teroris dan asas-asas hukum abstraknya. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang didasarkan pada hukum sosiologis yang melihat bagaimana hukum itu berlaku dan bagaimana sebenarnya masyarakat (Mamudji, 2013). Dalam hal ini tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui media sosial dan metode terorisme virtual di Indonesia.
Pembahasan

1. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Di dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Rahmad Padja dengan memakai dakwaan Alternatif.

Primair;

“Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UndangUndang”;

Subsidair

“Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang. Catatan”. Pasal-Pasal yang didakwakan ialah:

“Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undangundang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut : Setiap orang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.
TUNTUTAN

Sesudah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 22 Pebruari 2021 Nomor : Reg.Perk PDM-26/JKT.UT/11/2021 pada pokoknya memohon ke Majelis Hakim yang memeriksa juga mengadili perkara ini memutuskan :

1) “Menyatakan Terdakwa Rahmad Padja Alias Noman Alias Papa Fia Bin Syahril Padjatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undangundang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undangundang”.

2) “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwatetap ditahan”.

3) “Menyatakan barang bukti dan seterusnya”.

4) “Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)”;

PUTUSAN MAJELIS

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana diajukan Penuntut Umum tertanggal 22 Pebruari 2021 Nomor : Reg.Perk PDM-26/JKT.UT/11/2021 pada pokoknya memohon ke Majelis Hakim yang memeriksa juga mengadili perkara ini memutuskan :

1. “Menyatakan Terdakwa Rahmad Padja Alias Noman Alias Papa Fia Bin Syahril Padjatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undangundang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undangundang”.

2. “Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang di Indonesia juga di Luar Negeri dan mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang”.

3. “Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”;

4. “Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undangundang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang”, di unsur-unsur:

1) “Setiap orang”
2) “Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”.

3) “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya”.

Hasil Putusan Hakim

Tujuan hukum pidana ialah guna melindungi semua warga negara. Berdasar rumusan masalah di Bab I yakni, Bagaimana Pertimbangan Mejelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dalam kasus ini, sudah sesuai mengambarkan pencapaian tujuan hukum pidana?

“Terdakwa sudah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undangundang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang”, di unsur-unsur:
1. Setiap orang

“Ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Rahmad Padja Alias Noman Alias Papa Fia Bin Syahril Padja orangperseorangan dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi”. 
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan ataupun pembantuan guna melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana adalah dalam persiapan dan pembantuan untuk terwujudnya delik dan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa akan ketidaktahuannya terhadap perbuatan yang akan dilakukan oleh Abdulah dan Ali Gobel tidak dapat dijadikan penghindaran tanggung jawab Terdakwa terhadap perbuatannya dalam menyediakan sepeda motor dan helm dengan mengingat bahwa Terdakwa mengetahui Abdullah alias Bang Dullah dan Darwin Gobel alias Ali merupakan pendukung Daulah Islamiyah dan sudah bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora di wilayah pegunungan Poso untuk memperkuat kelompok MIT dalam rangka menegakan daulah Islamiyah, hingga demikian unsur pertama ini harus dinyatakan sudah terpenuhi;

dengan sengaja memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan guna menimbulkan suasana teror ataupun rasa takut kepada orang dengan meluas ataupun menimbulkan korban bersifat massal yakni merampas kemerdekaan ataupun hilangnya nyawa ataupun harta benda orang lain, guna menimbulkan kerusakan ataupun kehancuran kepada obyek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, ataupun fasilitas internasional. bahwasanya berdasar fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini dimana Abdullah alias Bang Dullah mengatakan kepada Terdakwa “sabar saja, tunggu-tunggu saja kabar besok” yang di katakan saat bertemu di lorong Gayatri Poso yaitu Abdullah alias Bang Dullah bersamasama dengan Darwin Gobel alias Ali akan melakukan amaliyah berupa perampokan untuk mendukung perjuangan kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora dan saat itu ABDULLAH belum memberikan uang pembayaran sepeda motor yang Terdakwa beli dari DEDI.

Terdakwa menyerahkan motor kepada Abdullah lalu keesokan harinya Terdakwa mendengar informasi dari radio jika ada kejadian penembakan aparat kepolisian di Bank Mandiri Syariah juga di hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan kakak sepupu Terdakwa bernama Reky di rumahnya, lalu diperlihatkan ke Terdakwa foto pelaku penembakan aparat kepolisian di bank Mandiri Syariah juga sesudah Terdakwa lihat ternyata foto Abdullah juga Darwin Gobel saat itu sudah meninggal; Menimbang, bahwasanya “penembakan aparat kepolisian yaitu saksi Ilham Suhayar Alias Ilham di Bank Mandiri Syariah dan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 14.00 wita menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas”.

Demikian terbuktinya semua unsure di pasal yang di dakwaan ke terdakwa maka penulis sependapat dengan majelis hakim yang di pertimbangannya sudah menerapkan benar-benar definisi operasional pertimbangan yuridis secara prinsipnya ialah:

“Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undangundang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tersebut”.

“Kedua, Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184), artinya dalam putusan a quo ini terkait dengan barang bukti berupa: (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT Warna Merah Hitam No rangka : MH3BJ003EJ683344, Nomor Mesin : 2 BJ – 683457; 1 (satu) buah helm warna ungu merk VENUS.; 1(satu) buah helm warna Abu - abu merk GM. Kemudian selain barang bukti di atas, alat bukti berupa saksi-saksi dan keterangan ahli-ahli”.

“Ketiga, selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, artinya dalam putusan a quo tersebut perbuatan terdakwa melawan hukum formil yang di maksud adalah dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undangundang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

“Keempat, selain itu dalam pertimbangan selanjutnya, apabila di lihat dari segi pembuktiannya sejalan dengan definisi operasional majelis hakim juga sudah benarbenar menerapkan salah satu teori pembuktian yang sebagaimana mejelis hakim cenderung lebih mempertimbangkan sistem pembuktian yang dianut oleh di Indonesia adalah sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif (Negatiefe Wettelijke Bewijs Theorie), yaitu dalam pembuktian perkara pidana berpangkal tolak dari aturan-aturan pembuktian yang minimum dengan dua alat bukti yang sah dan harus diikuti dengan keyakinan Hakim. Maksudnya, dalam sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Maka dalam perkara ini atau dalam kedua tindak pidana tersebut di atas dapat di dijelaskan bahwa terlihat dalam kedua tindak pidana yaitu: tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dalam putusan a quo ini mengenai pemenuhan unsur khususnya pada bagian point kedua dalam tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi adalah delik selesai tidak ada percobaan dan pembantuan. Pertimbangan Filosofis, Pertimbangan filosofis Majelis Hakim pada Putusan Perkara Nomor 1580/Pid.Sus.Terorisme/2020/PN.Jkt.Utr., sudah terlihat dimana majelis hakim menyatakan terdakwa Rahmad Pandja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persiapan dan pembantuan Tindak Pidana Terorisme. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 ( enam ) bulan. Padahal jika merujuk pada dakwaan Pertama Kesatu (alternatif), Terdakwa dituntut oleh JPU dengan pidana penjara 5 Tahun”. Ini didasarkan di hal meringankan juga memberatkan yang nampak di halaman 89 putusan a quo. Sebab Terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis mengesampingkannya; Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diperoleh hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, baik alasan pembenar juga pemaaf maka Terdakwa harus dihukum di pidana yang setimpal dengan perbuatannya Keadaan yang memberatkan :

a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di pemberantasan tindak pidana terorisme Keadaan Yang Meringankan :

b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

c. Terdakwa tidak berbelit-belit memberi keterangan;

d. Terdakwa mengaku terus terang;

Menurut penulis, Keadilan biasanya diartikan sebagai perbuatan atau sikap yang benar, keadilan tidak berpihak, tidak berpihak kepada yang benar. Keadilan yang dirumuskan dalam nilai-nilai dasar negara dalam filsafat merupakan contoh terpenuhinya dua prinsip, pertama, tidak merugikan siapa pun, dan kedua, memperlakukan setiap orang sebagai haknya. Berdasarkan aspek filosofis putusan yang bersangkutan, penulis menilai bahwasanya sanksi dijatuhkan oleh hakim berdasar konsideran ataupun aspek filosofis sebagaimana tertuang di undang-undang PTPT, menyatakan bahwasanya itu adalah pelaksanaan undang-undang tujuan nasional di pembukaan UUD 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan menumpahkan darah seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta bermasyarakat”. Selain itu, rentetan pengeboman di wilayah NKRI mengakibatkan korban meninggal dunia tanpa memandang korban, meluasnya ketakutan masyarakat juga hilangnya harta benda, mengakibatkan situasi sosial, ekonomi juga politik yang luas. tentang kehidupan juga hubungan internasional. Terorisme ini merupakan kejahatan internasional, terorganisir juga memiliki jaringan luas, yang mengancam perdamaian, keamanan nasional juga internasional (Prasetyo, 2021).

Pertimbangan Sosiologis

Di pertimbangan sosiologis ini majelis hakim sangat jelas menganut pengertian pertimbangan sosiologis, khususnya putusan majelis hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan latar belakang sosial dan memperhatikan apakah pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Artinya, pertimbangan sosiologis majelis hakim sejalan dengan uraian dalam Tujuan hukum pidana, khususnya pada aliran neoklasik, yang pada prinsipnya adalah melindungi kepentingan individu atau perseorangan serta kepentingan masyarakat.

Hakim memutuskan “Terdakwa Rahmad Padja Alias Noman alias Papa Fia bin Syahril Padja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persiapan dan pembantuan Tindak Pidana Terorisme ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 ( enam ) bulan; Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”;
Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Penerapan hukum pidana baik secara formil juga materil di Putusan 1580/Pid.Sus.Terorisme/2020/PN.Jkt.Utr sudah sesuai juga di segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Feri Fajri Bin Djasril memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan alternatif di pilih Majelis Hakim menyatakan bahwasanya “Terdakwa terbukti bersalah melakukan persiapan dan pembantuan Tindak Pidana Terorisme yang diatur pada Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undangundang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

Ini penting karena tindak pidana terorisme juga pendanaan terorisme ialah kejahatan menimbulkan ketakutan dan teror di masyarakat, terutama di kalangan korban. Lebih parah lagi, seperti yang penulis kemukakan sebelumnya, perbuatan terdakwa mengganggu program pemerintah untuk mencegah tindak pidana terorisme.
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